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Abstracts: This study analyzes the affectation of auditees level compliance on income tax no.22  at  Regional Office  of  Dirjen Bea Cukai South Sumatra. Data are secondary data. It was collected from Regional Office  of  Dirjen Bea Cukai South Sumatra. Researcher used quantitative analysis method , a simple regression formula Y = a + bX. The result shows that the level of compliance is relatively low because less than 50% auditees are not obedient categorize. Moreover, necessity test for regression analyze have convinced the regression analyze. Result of analysis in this study show that auditees level compliance has a positive and significant influence on income tax.
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Abstrak: Pada penelitian ini di analisa pengaruh tingkat kepatuhan auditee terhadap penerimaan PPh Pasal 22 di Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Sumatera Selatan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang di dapat dari kantor bea dan cukai. Peneliti menggunakan metode analisa kuantitartive yaitu simple regresi Y=a+bx. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan auditee relative rendah karena tingkat ketaatan kurang dari 50 %. Hasil audit menunjukkan  lebih banyak rekomendasi untuk  ”Bayar Kekurangan, Perbaiki Internal Control dan Pembukuan” yaitu sebesar 54 % lebih besar dibandingkan rekomendasi ”Baik, Pertahankan IC dan Pembukuan” yaitu hanya sebesar 46 %. Berdasarkan hasil analisa deskriptif diketahui bahwa penerimaan PPh pasal 22 nilainya cukup beragam. Jika dibandingkan dengan nilai tambah bayar nilainya relatif rendah karena hanya 1,692 % dari total penerimaan. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh ketaatan auditee terhadap penerimaan PPh pasal 22 positif dan signifikan. 
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1.
PENDAHULUAN


Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selain itu DJBC mempunyai tugas pokok untuk mengamankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, DJBC menjalankan dua fungsi utama yaitu fungsi pengawasan dan fungsi pelayanan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menerapkan tiga bentuk pengawasan, yaitu intelijen, verifikasi dan audit. Sedangkan sebagai fungsi pelayanan, seiring dengan reformasi birokrasi yang mulai bergulir dua tahun ini, DJBC menempatkan diri sebagai fasilitator pedagangan (trade facilitator). 
















